
BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SBLATAN

PERATVRAN BVPATJ OGAN lLIJt
NOMOR::za TAHUN 2017

TENTANG
N

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN lLlR NOMOR 11'AHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN 'PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILlR,

Menimbang a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Penggunaan Surat Jaminan
Pekerjaan Konstruksi dan -Jasa Konsultansi dan dalam
rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pekeriaan
Umurn dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/Ml2015
Tahun 2015, maka terhadap Peraturan Bupati Ogan 1m
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan
Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hutuf a, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati.

1.. Undang ..Undang Nomor 17 T~un 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

i,'j

, , ~Nomor 4286); <
)1':,,:'" 1 ~...•

~q:~Undang-Undang Nomor 37 1lahun 2003 tentang
\~r,Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan nit di
.•.~ Provinsi Sumatera Selatan (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4347);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencsnaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

S. Undang-Undang Nomor 12
Pembentukan Peraturan
(Lembaran Negara Republik

Tahun 2011 tentang
~:'~'~"
i Perundang-undangan

Indonesia Tahun 2011
'11

. Nomor 82, Tambahan Lembaran N~garaNomor 5234);
6,:"~Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
~!i Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
'~~.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pernerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

,.;~~
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 '"Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara penyusunail, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

" . Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
,~,
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Menetapkan

'I;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

11. Perturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat RI Nomor 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 1/PRT /M/2011 tentang standart dan
PEdoman Pengadaan Pekerjaan Kinstruksi dan .Jasa
Konsultansi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan nit rabun 2007
Nomor 20 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan: Ilir Nomor 12 Tahun, r
2016 tentang Pembentukan dan' Susunan Perangkat

r

Daerah Kabupaten Ogan Ilirl.(~(Lembaran Daerah
;,{;,

Kabupaten Ogan nit Nomor 12) ';'

PERATURAN
MEMUTUSKAtf :

BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

3

PERATURAN SUPATIOGAN ILIR NOMOR 1 TAMUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABtJPATEN OGAN
ILIR TAHUN ANGGARAN 2017 PERLU DILAKUKAN
PERUBAHAN

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan nil'
Nomor 1 'rabun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
IIiI' Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai bertkut.
1. Ketentuan Pasal 1 angka 45, 46, dirubah sehingga bunyi

eebagai berikut:
Angka 45 Penggunaaan surat jaminan pekerjaan
konstruksi diatur sebagai berikut:
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a) paket pekerjaan sampaj dengan RP.
2.500.000.000,00,- (Dua milyar lima ratus juta
rupiah) tidak diperlukan surat jaminan penawaran.

b) surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan di
atas Rp, 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima rams juts:
rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (Lima
puluh milyar rupiah) dapat diterbitkan olehBank
Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Penjaminan, Konsorsium perusahaan asuransi
umum/Iembaga penjaminanrperusahaan penjaminan
yang mempunyai program. asuransikerugian
(suretyship), bersifatmudah dicairkan dan tidak
bersyarar (unconditiona~ dimana konsorsium tersebut
telah ditetapkan / mendapat rekomendasi dari
Otoritas -Jasa Keuangan (OJK) , dan diserahkan oleh
Penyedia Jasa Kepada Kelompok KerjaULP.

c) Surat jaminan penawaran untuk paket pekerjaan di
atas Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar
rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, Konsorsium

umum/Iembaga
penjaminan yang
","

mempunyai program asuransi:, kerugian (suretyship),
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditionan dimana konsorsiurn tersebut telah
ditetapkan / mendapat rekomendas] dati Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia
Jasa Kepada Kelompok Ketja ULP.

;, d) Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang
muka atau surat jaminan pemeliharaan, untuk paket
pekerjaan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 [Dua
milyar lima ratus juta rupiah) oleh Bank Umum,
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan,
Konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga.
penjaminan/ perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian (suretyship),
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditionaO dimana konsorsium tersebut telah

perusahaan asuransi
penjaminan/ perusahaan
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ditetapkan / mendapat rekomendasi dati Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Peneyedia
Jasa kepada PPK.

e) Surat jaminan pelaksanaan, "lsurat jaminan uang
muka atau surat jaminan pem~llharaan; untuk paket
pekerjaan diatas Rp. asoo.oco.ooo.oo (Dua milyar

'i'lima ratus jute. rupiah) oleh B~k Umum, Konsersium
i'perusahaan asuransi

penjaminan/ perusahaan
umum/Iembaga

penjaminan yang

(1"

mempunyai program asuransi kerugian (suretyship),
bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional) dimana konsorsium terse but telah
ditetapkan / mendapat rekomendasi dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Peneyedia
Jasa kepada PPK.

Angka 46 : Penggunaaan surat jaminan pekerjaan jasa
konsultansi diatur sebagai berikut:

a) Surat jaminan uang muka untuk paket pekerjaan
dengan nilal sampai dengan Rp. 750.000.000,00
(Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat diterbitkan
oleh Bank tJmum, Perusahaan Asuransi/Perusahaan
Penjarninan, Konsorsium perusahaan asuransi
umum/Iembaga penjaminanjperusahaan penjaminan
yang mempunyai program asuransi kerugian
(suretyship), bersifat mudah dicairkan clan tidak
bersyarat (unconditionaij dimana konsorsium tersebut
telah ditetapkan / mendapat rekomendasi dati
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)~I)'dan diserahkan oleh

) ~
PeneyediaJasa kepada PPK.~r!

b) Surat jaminan uang muka ~tuk paket pekerjaan
dengan nilai diatas Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus
lima puluh juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank
Umum, atau Konsorsium perusahaan asuransi
umum/Iembaga penjaminan/ perusahaan penjaminan
yang mempunyai program asuransi kerugian
(suretyship), bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional} dimana konsorsium tersebut
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telah ditetapkan / mendapat rekomendasi dati
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh
Peneyedia Jasa kepada PPK

2. Ketentuan Pasal I angka 47 dan 48 dihapus

Pasal n
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui1)ya memerintahkan
I«~~"

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
. it·

dalam Berita Daerah Kabupaten Ogarl::Uir
t,l
If

Ct'
Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 3 Ua.{' 2017

·AlfJUY

Diundangkan di Indrajaya
pada tanggal ~ A.JJ..\ 2017

SBKRETARlS DABRAH
KABUPATBN OGAN ILIa, !

·'-1

i »i
I ,:,t1l1
t~,~1 r") (\

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2~i7NOMOR .::~·X:... )
I<, ;
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